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   KATA PENGANTAR 
 

 

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Perencanaan merupakan 

perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi 

dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum pada Tahun 

Anggaran 2019. Laporan Kinerja Bagian Perencanaan Tahun 

2019 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Perencanaan 

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis BSN 

Tahun 2015-2019. 

Pada tahun 2019, Bagian Perencanaan sebagai bagian dari Biro 

Perencanaan, Keuangan dan Umum bertekad melaksanakan Reformasi 

Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area 

perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-

program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Bagian 

Perencanaan juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka 

menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 

2015-2019. 

Laporan Kinerja Bagian Perencanaan Tahun 2019 ini diharapkan 

dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna 

peningkatan kinerja Bagian Perencanaan di masa mendatang, melalui 

pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.  

 

Jakarta, 24 Januari 2020 

Kepala Bagian Perencanaan 

           
Dessy Fitrica Sylviani  

 



2019| Laporan Kinerja Bagian Perencanaan – Biro PKU 3 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 

Perjanjian Kinerja Bagian Perencanaan Tahun 2019 telah menetapkan 3 

(tiga) sasaran dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator 

Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Standardisasi 

Nasional yang diamanatkan kepada Bagian Perencanaan.  

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Bagian Perencanaan 

tahun 2019 menurut Sasaran: 

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019 

Sasaran Indikator Kinerja Target  Realiasi 
% 

Capaian*) 

1. Terselenggaranya 

penyusunan 

rencana program 

dan kegiatan yang 

efektif dan 

akuntabel 

1. Jumlah draft Renja 1 
Dokumen  

1 
Dokumen  

100% 

2. Jumlah draft Perjanjian 

Kinerja  
1 

Dokumen 
1 

Dokumen 
100% 

3. Jumlah draft reviu Renstra/ 

IKU 
1 

Dokumen 
1 

Dokumen 
100% 

Rata-rata capaian Sasaran 1   100% 

2. Terselenggaranya 

penyusunan 

anggaran yang 

akurat dan 

akuntabel 

4. Jumlah draft RKAKL  2 
Dokumen 

2 
Dokumen 

100% 

5. Jumlah draft revisi anggaran 

eksternal 
4 

Dokumen 
6 

Dokumen 
67% 

6. Jumlah draft Rapat Dengar 

Pendapat (RDP) DRP 
1 

Dokumen 
1 

Dokumen 
100% 

 Rata-rata capaian Sasaran 2   89% 

3. Terselenggaranya 

pemantauan, 

evaluasi dan 

pelaporan kinerja 

yang akurat dan 

akuntabel 

7. Jumlah draft Laporan Kinerja 3 Laporan 3 Laporan 100% 

8. Jumlah draft Laporan 

Tahunan 
1 Laporan 1 Laporan 100% 

9. Jumlah draft Laporan 

Monev 
12 

Laporan  
12 

Laporan  
100% 

Rata-rata capaian Sasaran 3   100% 

Rata-rata capaian Tahun 2019   96% 

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % 

capaian kinerja adalah 100%. 
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Dari 9 (sembilan) indikator kinerja di Bagian Perencanaan tahun 2019 

tidak semua target tercapai 100%. Untuk itu, perlu untuk terus melakukan 

perbaikan antara lain : 

1. Pengembangan aplikasi e-performance, yaitu aplikasi yang 

mengintegrasikan perencanaan, penyusunan anggaran, monitoring dan 

pelaporan sesuai kebutuhan dan mudah digunakan.   

2. Membangun koordinasi dan komunikasi dengan semua unit kerja agar 

bersinergi dalam penyusunan rencana kerja, penganggaran, monitoring 

dan pelaporan kegiatan. 
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S 

BAB I                 PENDAHULUAN 
 

 

I.1 LATAR BELAKANG 

 

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun 

Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah 

diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja 

tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam 

mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) 

tersebut juga menjadi Bagian Perencanaan, sebagai salah satu unit kerja di 

lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara 

berjenjang.  

Kinerja Bagian Perencanaan memberikan kontribusi khususnya pada 

kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum dan secara keseluruhan 

terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Bagian 

Perencanaan merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan 

Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum tahun 2019. 

I.2  MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bagian Perencanaan adalah 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan 

program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi 

dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum, dengan tujuan sebagai 

berikut : 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas 

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah 

untuk meningkatkan kinerjanya. 

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan 

beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan 

kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan 

kinerja Unit Kerja. 
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I.3  TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Pada Tahun 2019 Badan Standardisasi Nasional telah melakukan 

reorganisasi yang dituangkan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional 

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi 

Nasional. Sesuai Peraturan tersebut, untuk membantu tugas Biro 

Perencanaan, Keuangan dan Umum, tugas Bagian Perencanaan adalah 

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program 

dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja. 

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bagian Perencanaan  

menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan 

kegiatan; 

2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran; dan 

3. Penyiapan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kinerja. 

 

Struktur Bagian Perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.1 

Struktur Organisasi Bagian Perencanaan 

 

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bagian Perencanaan 

mempunyai tata kerja yang didukung oleh : 

Subbag Evaluasi 

dan Pelaporan 

Kinerja 

BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN 

UMUM 

Bagian       

Keuangan 

Bagian Umum Bagian 

Perencanaan 

Subbag 

Penganggaran 

Subbag  

Perencanaan 

Program 
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1. Subbagian Perencanaan Program, dengan tugas melakukan penyiapan 

bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan 

2. Subbagian Penganggaran, dengan tugas melakukan penyiapan bahan 

koordinasi dan penyusunan anggaran; dan  

3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, dengan tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kinerja. 

I.4  SUMBER DAYA MANUSIA 

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai 

dengan 31 Desember 2019 Bagian Perencanaan memiliki personel berstatus 

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 14 (empat belas) orang, dengan 

rincian sesuai tabel berikut:  

Tabel I.1 

Personel ASN Bagian Perencanaan  

 
 

 

No Uraian 
Jenjang Pendidikan Jumlah 

Orang > S1 S1 S2 

1. Bagian Perencanaan  - 1 - 1 

2. Subbagian Perencanaan Program - 5 1 6 

 - Kepala Subbagian   1 1 

 - JFK Perencana Pertama  3  3 

 - Analis Perencanaan   1  1 

 - Analis  Perencanaan  1  1 

3. Subbagian Penganggaran - 4 - 4 

 - Kepala Subbagian  1  1 

 - JFK Perencana Muda  1  1 

 - JFK Perencana Pertama  1  1 

 - Analis Penganggaran  1  1 

 - Pengadministrasi Perencanaan & Program    - 

4. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja - 2 1 3 

 - Kepala Subbagian  - 1 1 

 - JFK Perencana Pertama  1  1 

 - Analis  Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan  1  1 

 Jumlah - 12 2 14 
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I.5  PERAN STRATEGIS  

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan 

kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.  

Bagian Perencanaan sebagai bagian dari Biro Perencanaan, 

Keuangan dan Umum mempunyai peran strategis dalam mendukung 

pelaksanaan fungsi BSN, yaitu dengan menjalankan peran perencanaan, 

penganggaran, dan evaluasi serta pelaporan kinerja. Untuk itu, sesuai 

dengan tugas dan fungsinya Bagian Perencanaan telah mengidentifikasi 

potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan 

dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN. 

 

Tabel I.2 

Potensi dan Permasalahan Bagian Perencanaan   

POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 

Pengelolaan 

Akuntabilitas Kinerja 

yang sudah 

mendapatkan nilai baik 

(B) dari KemenPANRB  

▪ Anggaran kegiatan 

Standardisasi dan Penilaian 

Kesesuaian (SPK) masih 

terbatas 

▪ Kinerja BSN masih belum 

optimal dan belum terukur 

pencapaiannya dengan 

tepat 

▪ Penguatan koordinasi dan 

sinergi dalam penyusunan 

program antar K/L 

▪ Pengusulan penambahan 

anggaran melalui program 

yang mendukung Prioritas 

Nasional 

▪ Penyempurnaan Indikator 

Kinerja Utama 
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R 

BAB II               PERENCANAAN KINERJA 
 

 

II.1   PERENCANAAN STRATEGIS 

II.1.1 Visi dan Misi 

umusan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Biro 

Perencanaan, Keuangan dan Umum  Tahun 2015-2019 adalah 

sebagai berikut.  

 

VISI 

Menjamin pelayanan prima dalam penyusunan 

perencanaan, pengelolaan anggaran dan tata usaha yang 

profesional, transparan dan akuntabel 

 MISI 

1. Memberikan dukungan layanan perencanaan, keuangan dan tata 

usaha untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN 

2. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk 

pelaksanaan tugas dan fungsi BSN 

 

II.1.2 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan  merupakan  sesuatu  apa  yang  akan  dicapai  atau  

dihasilkan  dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan 

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta 

didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan  

perumusan  sasaran,  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  dalam rangka  

merealisasi  misi.  Tujuan  yang  dirumuskan  berfungsi  juga  untuk mengukur 

sejauh  mana  visi  dan  misi  Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum  telah  

dicapai  mengingat  tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. 

Rumusan tujuan Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum adalah 

sebagai berikut: 
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TUJUAN 
1. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan, keuangan dan 

ketatausahaan dan rumah tangga 

2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk 

pelaksanaan tugas BSN 

Rumusan tujuan ini telah dilakukan penyempurnaan dari tujuan yang 

sebelumnya tertuang dalam Renstra Biro PKU 2015-2019. 

 

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Biro Perencanaan, 

Keuangan dan Umum selaku Unit Pendukung di lingkungan BSN. Biro 

Perencanaan, Keuangan dan Umum dituntut agar dapat mengikuti 

perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan 

kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, 

pencapaian kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum harus dapat 

dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, 

ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja 

outcome. Pada tahun 2019, dalam rangka perbaikan berkelanjutan, sasaran 

Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum telah dilakukan penyempurnaan 

dari yang tertuang dalam Renstra Biro PKU 2015-2019.  

Berikut sasaran Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum berdasarkan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2019. 

SASARAN 

1. Meningkatnya kinerja system pengelolaan anggaran, sumber daya 

manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional 

2. Terselenggaranya penyusunan anggaran dan pelaksanaan monev yang 

efektif dan akuntabel 

3. Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel 

4. Terkelolanya pelayanan administrasi dan ketatusahaan yang sistematis 

5. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran 

II.2  PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian 

Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja 

tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian 

kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai 

keberhasilan organisasi pada akhir tahun.  
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Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran 

kinerja, pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja 

Sasaran Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum sehingga indikator kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 juga mengalami perubahan. Berikut adalah 

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum tahun 2019 

berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.  

Tabel II.1 

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum Tahun 2019 

Sasaran Indikator Kinerja 
Target  

2019 

Perspektif Stakeholders 

1. Meningkatnya kinerja 

sistem pengelolaan 

anggaran, sumber 

data manusia tata 

kelola dan organisasi 

yang profesional 

1. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja 

BSN 

70 (BB) Nilai 

2. Opini BPK atas laporan keuangan 

BSN 

WTP Opini 

3. Indeks kepuasan layanan internal 

Biro PKU 

3,5 Nilai 

Perspektif Proses Internal 

2. Terselenggaranya 

penyusunan 

anggaran dan 

pelaksanaan monev 

yang efektif dan 

akuntabel 

4. Persentase penyelesaian dan 

penyampaian dokumen rencana 

kerja dan anggaran yang tepat 

100% 

5. Persentase penyelesaian dan 

penyampaian laporan kinerja tepat 

waktu 

70% 

6. Persentase hasil monev yang 

ditindaklanjuti  

70% 

3. Terkelolanya 

anggaran yang akurat 

dan akuntabel 

7. Persentase kesesuaian penyusunan 

dan penyampaian laporan 

keuangan tepat waktu 

100% 

8. Persentase penyampaian laporan 

PNBP tepat waktu  

100% 

4. Terkelolanya 

pelayanan 

administrasi dan 

ketatausahaan yang 

sistematis 

9. Persentase pemenuhan dan 

kebutuhan sarana dan prasarana 

untuk pelaksanaan tugas BSN 

100% 

Perspektif Learning and Growth 

5. Meningkatkan kinerja 

pengelolaan 

anggaran  

10. Persentase realisasi anggaran Biro 

PKU 

≥97% 

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro Perencanaan, 

Keuangan dan Umum pada tahun 2019 menetapkan sebanyak 5 (lima) 

sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan 

untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.  



2019| Laporan Kinerja Bagian Perencanaan – Biro PKU 13 

 

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, 

Keuangan dan Umum telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada 

tingkat Bagian Perencanaan Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di 

bawah ini.  

Tabel II.2 

Perjanjian Kinerja Bagian Perencanaan Tahun 2019  

No Sasaran Indikator Kinerja 
Target  

2019 

1 Terselenggaranya 

penyusunan rencana 

program dan kegiatan 

yang efektif dan 

akuntabel 

1. Jumlah draft Renja 1 Dokumen 

2. Jumlah draft Perjanjian Kinerja 1 Dokumen 

3. Jumlah draft reviu Renstra/IKU 1 Dokumen 

2 Terselenggaranya 

penyusunan anggaran 

yang akurat dan 

akuntabel 

4. Jumlah draft RKAKL 2 Dokumen 

5. Jumlah draft revisi anggaran 

eksternal 

4 Dokumen 

6. Jumlah draft Rapat Dengar 

Pendapat (RDP) DPR 

1 Dokumen 

3 Terselenggaranya 

pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan kinerja 

yang akurat dan 

akuntabel 

7. Jumlah draft Laporan Kinerja 3 Laporan 

8. Jumlah draft Laporan 

Tahunan 

1 Laporan 

9. Jumlah draft Laporan Monev 12 Laporan 

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Biro 

Perencanaan, Keuangan dan Umum melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 

1 (satu) program. Adapun rincian output output dan komponen yang 

dihasilkan oleh Bagian Perencanaan untuk melaksanakan kegiatan di Biro 

Perencanaan, Keuangan dan Umum adalah sebagai berikut:     

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAN TUGAS TEKNIS 

LAINNYA BSN, melalui kegiatan: 

3550 Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum,  

yang akan menghasilkan output dan komponen yang terkait dengan 

Bagian Perencanaan, yaitu: 

Output   : 3550.952 Layanan Perencanaan 

Sub output : 3550.952.001 Dokumen Perencanaan 

Komponen : 051. Penyusunan Rencana Kerja 

  052. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 

  053. Penyusunan Pemantauan dan Evaluasi 

  055. Penyusunan Laporan Tahunan 

Sub output : 3550.952.002 Dokumen RKA-K/L 

Komponen : 051. Penyusunan RKA-K/L 

Sub output : 3550.952.003 Dokumen Laporan Kinerja 

Komponen : 051. Penyusunan Laporan Kinerja 
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A 

BAB III              AKUNTABILITAS KINERJA 
 

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan 

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga. 

Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum berkewajiban untuk 

melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan 

Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan 

selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan 

kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, 

Bagian Perencanaan telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang 

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas 

kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Bagian 

Perencanaan Tahun 2019. 

III.1   CAPAIAN KINERJA 

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai 

tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Biro Perencanaan, 

Keuangan dan Umum, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. 

Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program 

dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada 

Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Bagian 

Perencanaan yang direncanakan dalam Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian 

Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel III.1 

Pencapaian Kinerja Bagian Perencanaan Tahun 2019 

Sasaran Indikator Kinerja Target  Realiasi 
Capaia

n % 

1. Terselenggaranya 

penyusunan 

rencana program 

dan kegiatan 

yang efektif dan 

akuntabel 

1. Jumlah draft Renja 1 

Dokumen 

1 

Dokumen 

100% 

2. Jumlah draft Perjanjian 

Kinerja 

1 

Dokumen 

1 

Dokumen 

100% 

3. Jumlah draft reviu 

Renstra/IKU 

1 

Dokumen 

1 

Dokumen 

100% 

2. Terselenggaranya 

penyusunan 

anggaran yang 

akurat dan 

akuntabel 

4 Jumlah draft RKAKL 2 

Dokumen 

2 

Dokumen 

100% 

5 Jumlah draft revisi anggaran 

eksternal 

4 

Dokumen 

6 

Dokumen 

67% 

6 Jumlah draft Rapat Dengar 

Pendapat (RDP) DPR 

1 

Dokumen 

1 

Dokumen 

100% 

3. Terselenggaranya 

pemantauan, 

evaluasi dan 

pelaporan kinerja 

yang akurat dan 

akuntabel 

7 Jumlah draft Laporan 

Kinerja 

3 

Laporan 

3 

Laporan 

100% 

8 Jumlah draft Laporan 

Tahunan 

1 

Laporan 

1 

Laporan 

100% 

9 Jumlah draft Laporan 

Monev 

12 

Laporan 

12 

Laporan 

100% 

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bagian 

Perencanaan untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja. 

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.  

SASARAN 

1 

Terselenggaranya penyusunan rencana program dan 

kegiatan yang efektif dan akuntabel 

 

Tabel III.2 

Capaian Kinerja Sasaran 1 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Capaian 2019 

Capaian s.d 2019 

(kumulatif) 

Target 
% 

capaian 
2015 2016 2017 2018 Target  Realiasi % *) 

1. Jumlah draft Renja Dokumen 1 1 1 1 1 1 100% 5 100 % 

2. Jumlah draft 

Perjanjian Kinerja 

Dokumen 1 1 1 1 1 2 100% 5 100% 

3. Jumlah draft reviu 

Renstra/IKU 

Dokumen 1 1 1 1 1 1 100% 5 100% 

Rata-rata capaian Sasaran 100%   

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % 

capaian kinerja adalah 100%. 
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Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran 

terselenggaranya penyusunan rencana program dan kegiatan yang efektif 

dan akuntabel terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu (1) jumlah draft Renja; 

(2) jumlah draft Perjanjian Kinerja; dan (3) jumlah draft reviu Renstra/IKU.  

Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut seluruhnya tercapai 100%. 

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.  

 

1. Jumlah Draft Renja   

Renja merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan 

suatu K/L sebagai pejabaran dari Renstra K/L yang bersangkutan dalam satu 

tahun anggaran. Pada tahun 2019, Bagian Perencanaan menyusun 1 (satu) 

Dokumen Rencana Kerja (Renja) BSN Tahun 2020. Rencana Kerja (Renja) BSN 

disusun secara komprehensif di Aplikasi Kolaborasi Informasi Sistem 

Perencanaan dan Penganggaran (KRISNA). Hasil dari aplikasi tersebut 

menghasilkan 1 Dokumen Rencana Kerja BSN 2020 yang meliputi Rencana 

Kerja (Renja) BSN, Eselon I dan Eselon II serta dokumen hasil trilateral meeting. 

Setiap tahunnya BSN menghasilkan 1 dokumen Rencana Kerja (Renja) BSN. 

Sesuai dengan target yang diharapkan, Bagian Perencanaan berhasil 

menyusun 1 (satu) dokumen Rencana Kerja (Renja) BSN Tahun 2020. 

Penyusunan 1 (satu) dokumen Rencana Kerja (Renja) BSN ini berhasil 

dilakukan 100% karena didukung oleh terlaksananya tahapan-tahapan 

penyusunan dokumen dengan baik dan lancar. 

 
Gambar III.1 

Matriks Informasi Kinerja TA 2020 
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Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) BSN, Bagian 

Perencanaan menggunakan Aplikasi yaitu krisna.bappenas.go.id. 

 

 

 

 
 

Gambar III.2 

Aplikasi KRISNA 
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Gambar III.3 

Hasil Input Rencana Kerja (Renja) pada Aplikasi KRISNA 

 

- Capaian Kinerja yang dicapai untuk jumlah draft Rencana Kerja (Renja) 

adalah 100%, dikarenakan realisasi sesuai dengan target yang diharapkan 

yaitu 1 (satu) dokumen draft Renja. 

Keberhasilan capaian 100% terhadap jumlah draft Rencana Kerja (Renja) ini 

dikarenakan oleh ketepatan waktu setiap unit kerja dalam mengirimkan 

usulan matriks kinerja unit kerja masing-masing untuk selanjutkan dapat 

digunakan oleh Bagian Perencanaan sebagai draft Renja BSN Tahun 2020 

yang kemudian diinput ke Apllikasi KRISNA Bappenas. 

 

2. Jumlah Draft Perjanjian Kinerja 

Pada tahun 2019 dilakukan 2 kali penandatanganan Perjanjian kinerja 

yaitu Perjanjian kinerja TA 2019 dan Perjanjian Kinerja TA 2020. Perjanjian 

Kinerja (PK) di lingkungan Kedeputian/Kesestamaan masing-masing 

dirumuskan secara berjenjang (cascading). Perjanjian Kinerja BSN terdiri dari 

Perjanjian Kinerja Lembaga, Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.  

Perjanjian Kinerja TA 2019 untuk Perjanjian Kinerja Lembaga, Eselon I dan 

Eselon II ditandatangani pada saat Rapat Kerja BSN tahun 2019 di Sentul. 

Jawa Barat, untuk Perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV di BSN juga sudah 

mulai di susun mulai dari tahun 2017 yang ditandatangani di masing – masing 

unit kerja.  Penandatanganan Perjanjian Kinerja TA 2020 dilaksanakan pada 

Tanggal 16 Desember 2019 di Jakarta. Dokumen Penjanjian Kinerja tersebut 

dapat diakses pada website BSN sesuai petunjuk gambar III.6. 
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Gambar III.4 

Penandatanganan Perjanjian Kinerja BSN TA 2019 

 
 

Gambar III.5 

Penandatanganan Perjanjian Kinerja BSN TA 2020 
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Gambar III.6 

Akses dokumen Perjanjian Kinerja pada website BSN 

 

   

 

Gambar III.7 

Perjanjian Kinerja Kepala BSN 
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3. Jumlah Draft Reviu Renstra/IKU  

Reviu Renstra BSN termasuk reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan 

seluruh Ess I dan II dilakukan untuk mengevaluasi implementasi Renstra/IKU 

dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Salah satu 

perubahan penting adanya penataan struktur organisasi berdasarkan 

Peraturan Kepala BSN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja BSN, maka disusunlah revisi Renstra Badan Standardisasi Nasional Tahun 

2015–2019 untuk mengakomodir perubahan organisasi di lingkungan BSN. 

Perubahan tersebut menghasilkan 1 dokumen Peraturan Kepala Badan 

Standardisasi Nasional No 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomer 4 Tahun 2015 Tentang Rencana 

Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019. 

Selain itu, salah satu masukan penting untuk menyempurnakan 

Renstra/IKU ini adalah hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN RB. 

Perubahan tersebut menghasilkan 1 dokumen Keputusan Kepala BSN No 

201A/KEP/BSN/5/2019 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Kepala BSN 

No.28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan 

Standardisasi Nasional.  

    

Gambar III.8 

Keputusan Kepala BSN tentang Penetapan IKU BSN 
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Gambar III.9 

Dokumen Renstra BSN 2015-2019 

 

 

SASARAN 

2 

Terselenggaranya penyusunan anggaran yang akurat dan 

akuntabel 

 

Tabel III.3 

Capaian Kinerja Sasaran 2 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Capaian 2019 

Capaian s.d 2019 

(kumulatif) 

Target 
% 

capaian 
2015 2016 2017 2018 Target  Realiasi % *) 

4. Jumlah draft RKAKL Dokumen 2 2 2 2 2 2 100% 10 100% 

5. Jumlah draft Revisi 

Anggaran Eksternal 

Dokumen 5 6 6 6 4 6 67% 20 69% 

6. Jumlah draft Rapat 

Dengar Pendapat 

(RDP) DPR 

Dokumen 1 1 1 1 1 1 100% 5 100% 

Rata-rata capaian Sasaran 89%   

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % 

capaian kinerja adalah 100%. 
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Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran 

terselenggaranya penyusunan anggaran yang akurat dan akuntabel terdiri 

dari 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu (1) jumlah draft RKAKL; (2) jumlah draft 

revisi anggaran eksternal; dan (3) jumlah draft Rapat Dengar Pendapat 

(RDP) DPR. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian 

sebesar 89%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.  

 

4. Jumlah Draft RKAKL  

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga 

(RKAKL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

program dan kegiatan suatu K/L yang merupakan penjabaran dari Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP), Renja K/L dan Renstra K/L yang bersangkutan dalam 

satu tahun anggaran untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan 

kegiatan. 

Di tahun 2019, telah dihasilkan 2 (dua) dokumen yaitu dokumen RKA 

BSN tahun 2020 dan penetapan DIPA BSN tahun 2020. Pagu Anggaran BSN 

tahun 2020 sebesar Rp. 286.291.692.000. 

 
Gambar III.10 

DIPA Induk BSN Tahun Anggaran 2020 

 

Term of References (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang 

diajukan oleh Unit Kerja sebagai dasar penyusunan RKA sebelumnya telah 

dilakukan penelitian oleh Biro PKT dan di reviu oleh Inspektorat.  

Mulai tahun 2019 seluruh K/L diminta untuk melakukan penataan 

nomenklatur kinerja dengan menggunakan aplikasi Kolaborasi Perencanaan 

dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dan aplikasi Satudja. Mengingat 

BSN masih terus melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

dan reorganisasi, maka pada tahun 2019 telah dilakukan kembali penataan 

nomenklatur kinerja BSN dalam rangka penyusunan RKA 2020.  
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5. Jumlah Draft Revisi Anggaran Eksternal  

Revisi anggaran dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dalam 

mendukung program kerja BSN tahun 2019, revisi dapat dilakukan sesuai 

dengan kewenangannya, yaitu revisi internal dan revisi revisi ekternal. Revisi 

eksternal mencakup pergeseran ; 

- Pergeseran antar program 

- Persegeran antar kegiatan 

- Pergeseran antar Ouput, antar subouantar komponen 

Proses pengajuan revisi Eksternal ke Kementerian Keuangan sudah 

tidak perlu melalui Pusat layanan Kemenkeu lagi karena sudah ada aplikasi 

SatuDJA yang digunakan untuk proses tersebut. 

Dalam implementasinya, pada TA 2019 terdapat 6 kali revisi RKAKL BSN 

TA 2019 yang ke Kementerian Keuangan. Revisi Anggaran tersebut melebihi 

target yang sudah ditentukan oleh Bagian Perencanaan sebanyak 4 kali. 

Adapun jenis revisi tersebut adalah sebagai berikut :  

 

Tabel III.4 

Revisi Anggaran BSN TA 2019 

Uraian Anggaran Tgl Pengesahan Keterangan 

DIPA Awal Rp 231.619.639.000 05 Desember 2018 
 

DIPA Revisi 1 Rp 231.737.878.000 23 April 2019 

Buka Blokir Pagu 

Anggaran TA.2019 dan 

Penyelesaian Luncuran 

Anggaran SBSN Lab.SNSU 

T.A.2018 

DIPA Revisi 2 Rp 231.737.878.000 24 Mei 2019 

Perubahan nomenklatur 

penganggaran baru 

karena reorganisasi BSN 

DIPA Revisi 3 Rp 231.737.878.000 15 Agustus 2019 

Optimalisasi Anggaran 

untuk Kegiatan SNI 

Award & Bulan Mutu 

Nasional 2019 

DIPA Revisi 4 Rp 237.610.843.000 17 Oktober 2019 

Topup Pagu 

Penggunaan PNBP BSN 

T.A.2019 

DIPA Revisi 5 Rp 237.863.567.000 02 Desember 2019 

Topup Pagu 

Penggunaan PNBP (Biro 

HKLI) BSN T.A.2019 & 

Optimalisasi Belanja 

pegawai T.A.2019 

DIPA Revisi 6 Rp 245.736.441.000 18 Desember 2019 

Penyelesaian Pagu Minus 

Belanja Pegawai 

T.A.2019 
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• Revisi 1 disetujui tanggal 24 April 2019  

Revisi 1 merupakan revisi yang dilakukan BSN untuk Buka Blokir Pagu 

Anggaran TA 2019 sebesar Rp 1.398.090.000 pada ouput generik  dan 

Penyelesaian Luncuran Anggaran SBSN Laboratorium SNSU TA 2018 

kedalam Pagu Anggaran TA 2019 sebesar Rp. 118.239.000 

• Revisi 2 disetujui tanggal 24 Mei 2019  

Revisi ke 2 dilakukan untuk menyesuaikan nomenklatur baru sehubungan 

dengan adanya reorganisasi BSN TA 2019. Revisi ini merubah yang 

sebelumnya 11 (sebelas) kegiatan menjadi 16 (enam belas) kegiatan.  

• Revisi 3 disetujui tanggal 15 Agustus 2019  

Revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan perioritas kegiatan BSN 

dalam mendukung kegiatan SNI Award & Bulan Mutu Nasional 2019 . 

• Revisi 4 disetujui tanggal 17 Oktober 2019  

Revisi ini merupakan penambahan / topup Pagu Penggunaan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) BSN TA 2019 untuk seluruh Unit Layanan BSN.  

Revisi ini dikarenakan adanya kelebihan target penerimaan dari yang telah 

direncanakan, perubahan pagu anggaran PNBP, dan perubahan jenis 

belanja antar keluaran dalam satu kegiatan. Penerimaan PNBP untuk 

keseluruhan BSN sudah melebihi target, sehingga penggunaan pagu BSN 

sebesar 88,48 % dari penerimaan sehingga direvisi yang berakibat pada 

penambahan pagu BSN dari pagu sebesar Rp 230.837.878.000 menjadi Rp. 

236.710.843.000. Secara keseluruhan, penambahan pagu tersebut 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan layanan yang bersumber dari 

PNBP. Revisi ini  menyebabkan perubahan pada Hal. III DIPA BSN. 

• Revisi 5 disetujui tanggal 02 Desember 2019  

Revisi ini merupakan revisi ke 5 untuk penambahan/Topup Pagu 

Penggunaan PNBP Layanan Informasi (Biro HKLI) BSN TA 2019 & Optimalisasi 

untuk Penyelesaian Minus Pagu Anggaran Tunjangan Kinerja & Uang 

Makan TA 2019. Revisi ini dikarenakan adanya kelebihan target 

penerimaan yang direncanakan, perubahan pagu anggaran PNBP, 

perubahan jenis belanja antar keluaran dalam satu kegiatan dan 

perubahan pagu belanja pegawai. Penerimaan PNBP untuk keseluruhan 

BSN sudah melebihi target, sehingga penggunaan pagu BSN sebesar 88% 

dari penerimaan harus direvisi yang berakibat pada penambahan pagu 

BSN dari pagu sebesar Rp 237.610.843.000 menjadi pagu sebesar Rp 

237.863.567.000. Secara keseluruhan, penambahan pagu tersebut 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan layanan yang bersumber dari 

PNBP. Revisi pagu anggaran belanja pegawai ini terjadi karena adanya 

penambahan CPNS di tahun 2019 sehingga anggaran yang ada kurang 
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untuk pembayaran Tunjangan kinerja dan uang makan. Revisi 

menyebabkan perubahan pada Hal.III DIPA BSN. 

• Revisi 6 disetujui tanggal 18 Desember 2019 

Revisi ini untuk menyelesaikan Pagu Minus Belanja Pegawai (Gaji Pokok & 

Tunjangan yang Melekat didalamnya) TA 2019. Revisi menyebabkan 

perubahan pada Hal.III DIPA BSN. 

6. Jumlah Draft Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR  

Sesuai peraturan perundangan, bahwa Penyusunan Rancangan UU 

APBN dilakukan bersama antara pemerintah dengan DPR. Pembahasan RUU 

APBN tersebut dilakukan Kementerian/Lembaga dengan komisi terkait. BSN 

melakukan pembahasan anggaran terkait program, kegiatan dan anggaran 

bersama dengan Komisi VI DPR-RI selaku Komisi yang membawahi bidang 

ekonomi. Bagian Perencanaan sesuai dengan tugasnya menyiapkan bahan 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penyusunan anggaran BSN. Pada 

tahun 2019, BSN melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR sebanyak 

6 kali.  

Dalam penyusunan draft bahan RDP, terkendala akan jadwal atau 

undangan yang diterima BSN dari Komisi VI DPR. Pembahasan dijadwalkan 

secara mendadak yang membuat terbatasnya waktu untuk menyiapkan 

dan pembahasan terkait pertanyaan yang diajukan oleh Komisi VI DPR RI 

tersebut. Untuk itu, selama ini dalam penyusunan draft bahan RDP tersebut 

dilakukan dengan koordinasi melalui media elektronik. RDP dengan DPR 

membahas mengenai program, kegiatan dan anggaran yang ada, baik 

realisasi tahun 2018, perubahan anggaran tahun 2019 dan rencana kerja 

tahun 2020.  

Tabel III.5 

Pelaksanaan RDP dengan Komisi VI DPR RI Tahun 2019 

No. Tgl Pelaksanaan Keterangan 

1 18 Juni 2019 Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2020 

2 18 Juli 2019 Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

Tahun 2018 

3 02 September 2019 Konsinyering RDP dalam rangka Pembahasan RKA-K/L 

Mitra Kerja Komisi VI DPR RI TA. 2020 

4 12 September 2019 Penyesuaian RKA-K/L sesuai hasil pembahasan Badan 

Anggaran 

5 26 September 2019 Foto Bersama Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI 

bersama Pimpinan K/L Mitra Kerja Komisi VI DPR RI 

6 04 Desember 2019 1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI 

2. Masukan dari Mitra kerja terhadap program kerja 

dan anggaran K/L TA. 2020 

3. Target penyelesaian Road map K/L 
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SASARAN 

3 

Terselenggaranya pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kinerja yang akurat dan akuntabel 

 

Tabel III.6 

Capaian Kinerja Sasaran 3 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Capaian 2019 

Capaian s.d 2019 

(kumulatif) 

Target 
% 

capaian 
2015 2016 2017 2018 Target  Realiasi % *) 

7. Jumlah draft Laporan 

Kinerja 

Laporan 1 1 1 3 3 3 100% 5 100% 

8. Jumlah draft Laporan 

Tahunan 

Laporan 1 1 1 1 1 1 100% 20 100% 

9. Jumlah draft Laporan 

Monev 

Laporan 12 12 12 12 12 12 100% 12 100% 

Rata-rata capaian Sasaran 100%   

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % 

capaian kinerja adalah 100%. 

 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran 

terselenggaranya pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang akurat 

dan akuntabel terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu (1) jumlah draft 

laporan kinerja; (2) jumlah draft laporan tahunan; dan (3) jumlah draft 

laporan monev. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut seluruhnya 

tercapai 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 

3.  

 

7. Jumlah Draft Laporan Kinerja  

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas merupakan 

amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan 

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan wujud 

pertanggungjawaban BSN atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana 

yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan kinerja ini juga 

merupakan upaya berbaikan dan penyempurnaan dari tahun sebelumnya, 

hasil kerja keras seluruh jajaran BSN, serta bentuk transparansi dan 

akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (good 

governance).   
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Gambar  III.11  

Laporan Kinerja BSN Tahun 2018      

Tahun 2019 BSN menyusun Laporan Kinerja berdasarkan lembaga Unit 

kerja Eselon I, II dan III yang sudah berdasarkan organisasi BSN yang baru. 

Seluruh laporan kinerja tersebut diupload pada website bsn sebagai bentuk 

pertanggungjawaban ke publik. 

  

Gambar III.12 

Akses dokumen Laporan Kinerja pada website BSN 
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8. Jumlah Draft Laporan Tahunan  

Laporan Tahunan adalah laporan yang menyeluruh mengenai 

perkembangan dan pencapaian suatu perusahaan dalam satu 

tahun. Laporan Tahunan berisikan tentang aktivitas dan kinerja Badan 

Standardisasi Nasional yang disampaikan kepada seluruh pemangku 

kepentingan. 

 
Gambar III.13 

Laporan Tahunan BSN Tahun 2018      

 

 Dalam laporan tahunan BSN 2019 disajikan tentang Capaian Penting 

selama kurun wkatu 2014 – 2018, Peristiwa Penting, Kinerja dalam Statistik 

serta kegiatan sosial yang dilaksanakan BSN selama Tahun 2019 

 

9. Jumlah Draft Laporan Monev  

Pelaksanaan Pelaporan kinerja dan anggaran di lingkungan BSN 

selaras dengan yang diamanatkan oleh pemerintah melalui Peraturan 

Pemerintah No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Keuangan 

No.214 Tahun 2017 tentang Pengukuran Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan 

Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, hal ini bertujuan 

untuk memantau dan mengevaluasi hasil capaian realisasi kinerja dan 

anggaran kegiatan di setiap unit kerja. Dimana mekanisme pelaporanya 

menggunakan instrumen aplikasi yaitu aplikasi e-Monev Gen.3 Bappenas 

dan SMART Monev dari Direktorat Jenderal Anggaran kementerian 
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keuangan. Metode pelaporan yang digunakan pada aplikasi tersebut tidak 

jauh berbeda, dimana metode pelaporanya ialah melaporkan hasil realisasi 

capiaan kinerja dan anggaran mulai dari Output, Komponen, Indikator 

Output dan Kegiatan secara berkala setiap bulanya dengan cara mengisi 

capaian realisasi volume output dan anggaranya beserta analisis tahapan 

pelaksanaan kegiatan dan permasalahan serta tindak lanjutnya. Pada 

periode triwulanan dilakukan verifikasi dan mendapatkan reviu dari 

Bappenas yang hasil penilaianya akan disampaikan ke pejabat pratama di 

BSN, maupun juga pada aplikasi SMART untuk setiap semesternya diharuskan 

membuat analisis tahun berjalan dan evaluasi akhir tahun sebagai salah satu 

poin dalam aspek implementasi dan manfaat sesuai dengan ketentuan 

yang terdapat dalam PMK 214 tahun 2017. 

Di tahun 2019 Bagian Perencanaan berusaha untuk mempermudah 

pelaporan kinerja dan anggaran dan membuat sistem pelaporan monitoring 

yang lebih sederhana dan integrasi dengan single entry antar lembaga 

terkait. Hal itu berusaha diwujudkan dalam aplikasi e-Performance, dimana 

pelaporan bulanan dan triwulanan secara berkala dapat dilaporkan dalam 

satu aplikasi saja yang sudah terhubung antar instansi, sehingga tidak terjadi 

double input dan data dalam pelaporan baik bulanan maupun triwulanan, 

analisis yang lebih presisi serta real time dan teringtegrasi ke sistem IT 

Bappenas dan Kementerian Keuangan. Keuntungan dari penggunaan 

aplikasi e-performance dalam segi monitoring dan evaluasi adalah unit kerja 

dapat melakukan analisis dan lebih banyak waktu untuk dapat evaluasi 

kegiatanya setiap periode tanpa harus menginput lebih banyak data. 

 

Gambar III.14 

Screenshot Aplikasi e-Monev Bappenas Gen.3 
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Gambar III.15 

Screenshot Aplikasi Smart Monev DJA 

 

 

Gambar III.16 

Screenshot Aplikasi e-Performance BSN 
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III.2  REALISASI ANGGARAN  

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 

2018, pagu anggaran TA 2019 Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum 

pada awal tahun adalah sebesar Rp 2.800.000.000 dan sampai dengan akhir 

tahun pagu Bagian Perencanaan adalah sebesar Rp 2.700.000.000. Dengan 

pagu anggaran sebesar Rp 2.700.000.000 sampai dengan 31 Desember 2019 

realisasi  anggaran adalah sebesar Rp 2.699.489.726 atau 99.9%.  

Pagu dan realisasi anggaran Bagian Perencanaan TA 2019 dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel III.7 

Pagu dan Realisasi Anggaran - Bagian Perencanaan TA. 2019  
Dalam rupiah 

Kode Kegiatan/Output/Komponen 
2019 

% 
Pagu Realisasi 

3550 Peningkatan Pelayanan 

Perencanaan, Keuangan dan 

Umum 

116.149.128 113.060.796  

3550.

952 

Layanan Perencanaan 2.700.000 2.699.489 99.9% 

001 Dokumen Perencanaan 2.594.727 2.594.320 99.9% 

051 Penyusunan Rencana Kerja 1.369.245 1.369.027 99.9% 

052 Penyusunan Rencana Program 

dan Anggaran 

325.149 325.050 99.9% 

053 Penyusunan Pemantauan dan 

Evaluasi 

812.552 812.539 99.9% 

055 Penyusunan Laporan Tahunan 87.781 87.703 99.9% 

002 Dokumen RKA-K/L 96.273 96.169 99.9% 

051 Penyusunan RKA-K/L 96.273 96.169 99.9% 

002 Dokumen Laporan Kinerja 9.000 9.000 100% 

051 Penyusunan Laporan Kinerja 9.000 9.000 100% 

 Jumlah 2.700.000 2.699.489 99.9% 
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L 

BAB IV              PENUTUP 

 

 

aporan Kinerja Bagian Perencanaan Tahun 2019 menyajikan 

pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bagian Perencaan 

Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan 

sasaran Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum. 

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bagian 

Perencanaan Tahun 2019, sebagian besar kinerja kegiatan telah tercapai 

sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja dengan capaian sebesar 96,3%. 

Yang tidak tercapai hanya indikator jumlah draft Revisi Anggaran Eksternal.  

Pelaksanaan kegiatan di Bagian Perencanan – Biro Perencanaan, 

Keuangan dan Umum sangat mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi 

lingkup Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum, sesuai tugas fungsi Biro PKU 

sebagai fasilitasi dan koordinasi lingkup Badan Standardisasi Nasional. 

Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian 

kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input 

untuk perbaikan kegiatan Bagian Perencanaan - Biro PKU di tahun-tahun 

berikutnya. 
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LAMPIRAN 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 
BAGIAN PERENCANAAN 
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